PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI


KASUS WADUK KEDUNGOMBO





Kasus posisi :





Varia Peradilan edisi no.108, September 1994 telah memuat putusan Mahkamah Agung RI No.2263.K/Pdt/1991 mengenai kasus pembebasan Tanah proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah.





Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan dalam tingkat kasasi terhadap kasus Waduk Kedung Ombo tersebut, yang bunyi Amar putusannya sbb :





A. 	Mengadili :


-	Mengabulkan permohonan kasasi.


-	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.143/Pdt/1991 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Semarang No.117/Pdt/G/1990.





B. 	Mengadili Sendiri :


-	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.


-	Menyatakan :


-	Tergugat I, Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur KDH tk I Jawa Tengah.


-	Tergugat II, Pemerintah RI, cq Menteri P.U.cq.Dirjen Pengairan cq Pimpro Waduk Kedung Ombo.


-	Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.


-	Menyatakan batal demi hukum Penetapan consignatie pada butir 1 s/d 44 dengan segala akibat hukumnya.


-	Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah/bangunan dan/atau tanaman.


-	Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi secara tanggung renteng;





A. Kerugian materiil, yang timbul karena tanah bangunan atau tanaman yang telah ditenggelamkan yaitu :


1. untuk tanah dan/atau bangunan Rp. 50.000,- per M2


2. untuk tanaman Rp. 30.000,-/M2 dengan catatan masing-masing Penggugat mengecek kembali sesuai data luas tanah dan/atau bangunan serta tanaman sewaktu mengajukan permohonan eksekusi.





B.	Kerugian Immateriil yakni : sesuai dengan petitum secara “ex aequo et bono”, sebesar Rp. 2 Milyar Rupiah.





-	Menyatakan para ahli waris Tadikromo diberikan kesempatan menentukan, apakah yang bersangkutan akan melanjutkan kasasi.


-	Menyatakan gugatan 10 orang Penggugat tidak dapat diterima.


- 	Menolak gugatan 10 orang Penggugat tidak dapat diterima.


-	Menolak gugatan selebihnya.





MAHKAMAH AGUNG RI (dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali)


- 	Negara R.I. cq Pemerintah R.I. cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur KDH tk I Jawa Tengah,





- 	Negara RI cq Pemerintah RI cq Menteri Pekerjaan Umum cq Pimpinan Proyek Waduk Kedung Ombo, sebagai Para Tergugat I dan II, menyatakan menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung RI no.2263.K/Pdt/1991 tersebut di atas dan mengajukan permohonan Pemeriksaan Kembali (P.K.) kepada Mahkamah Agung dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sbb:





1. Tergugat menyatakan keberatan, dalam putusan kasasi dipertimbangkan bahwa dalam pembebasan tanah tidak pernah diadakan musyawarah.  Padahal kenyataannya Musyawarah tentang hal tersebut sudah pernah diadakan.  Para penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah, padahal mereka memiliki petok, D, yang bukan merupakan bukti hak milik.





2. Majelis Kasasi telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat yaitu :





a. 	Ganti rugi tanah atau bangunan ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/per M2 dan Tanaman sebesar Rp. 30.000,-/per M2. Sementara itu tuntutan Penggugat hanya sebesar Rp. 10.000,0/per M2.





b. Majelis Kasasi memberikan ganti rugi “immateriil” kepada para Penggugat sebesar Rp. 2 milyar, sedangkan para Penggugat tidak mengajukan tuntutan yang demikian ini.





c. Majelis Kasasi telah membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri tentangn Consignatie uang pembebasan tanah yang ditolak oleh mereka yang tanahnya dibebaskan.  Pembatalan Penetapan Consignatie ini adalah salah dalam menerapkan hukumnya, karena Mahkamah Agung membenarkan adanya consignatie dalam pembebasan tanah.





d. 	Ada bagian dari tuntutan yang belum diperiksa dan diputus oleh Hakim Kasasi yaitu mengenai AMDAL U.U. No.14 tahun 1980 jo P.P. 29 tahun 1986.





e. Majelis Kasasi telah keliru mengenal :





-	Pemahaman tentang pengertian Musyawarah.


-	Tidak mempertimbangkan kontra memori Tergugat.


-	Menafsirkan pasal 1404 B.W jo Surat MA-RI No.578/132088/II/UMTU /Pdt, tanggal 16 Nopember 1988.


-	Penentuan harga dasar tanah tidak berdasar SK Gubernur KDH Jateng No. 593.9/135/1987.


-	Besarnya ganti rugi tanpa pertimbangan dan tanpa dasar hukum.


-	Majelis mencampuradukkan ketentuan PERMENDAGRI  no. 15 tahun 1975 dengan KEPPRES no. 55 tahun 1993.


-	LEMBAGA MUSPIDA dianggap mengintimidasi musyawarah, pada hal kehadiran mereka sebagai Penasehat Panitia Pembebasan Tanah sesuai dengan SK Bupati Boyolali no. 339.8/523 tahun 1984.





Mahkamah Agung :





Majelis Mahkamah Agung yang ditugasi memeriksa Peninjauan Kembali (P.K) atas perkara kasasi Waduk Kedung Ombo ini, dalam putusan menilai bahwa putusan kasasi no. 2263.K/Pdt/1991 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Peninjauan Kembali akan mengadili sendiri perkara ini.





Pendirian Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ini didasari oleh alasan yuridis yang intisarinya dapat disimpulkan sebagai berikut :





Badan Peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, dalam putusannya tidak diperkenankan mengabulkan gugatan melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat.  Bilamana hal ini dilanggar, maka putusan tersebut adalah bertentangan dengan Ketentuan ex pasal 178 (3) H.I.R dan juga pasal 67 ayat C dari Undang-undang no. 14 Tahun 1985.





Dalam gugatan Penggugat a.quo, petitumnya/tuntutannya disusun sbb:


a. 	Tuntutan primair atau


b. 	Tuntutan Subsidair,” ex aequo et bono”.


	Hakim dalam menghadapi petitum yang demikian itu, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata, bila Hakim ingin memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam tuntutan subsidairnya, maka Hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan subsidair tersebut melebihi daripada isi tuntutan primairnya (ex pasal 178(3) H.I.R jo pasal 67 (C) Undang-undang no.14 tahun 1985).





Merupakan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung :


Dalam suatu gugatan perdata yang petitumnya terdiri dari Tuntutan Primair dan Subsidair (ex aequo et bono), maka untuk ketertiban hukum acara, seharusnya Hakim hanya memilih salah satu, yaitu : Apakah tuntutan primair ataukah tuntutan subsidair yang akan dikabulkan, bukannya Hakim menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair, dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair.  (Periksa Mahkamah Agung No.882.K/Sip/1974 tanggal 21 Maret 1976).





Mengenai tuntutan “ganti rugi”, maka Mahkamah Agung telah menentukan dalam jurisprudensi-nya, (MA-RI No.495.K/Sip/1975) sbb :


Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabilasi Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.





Dalam kasus Waduk Kedung Ombo ini, Majelis Kasasi dalam putusannya, mengabulkan Ganti Rugi Immateriil.  Pemberian ganti rugi immateriil ini, adalah bertentangan dengan hukum, karena :





- 	Tidak dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya.


- 	Tidak ada bukti perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian yang diderita.


- 	Disamping itu juga tidak berdasar pada pasal 1370 - pasal 1371 dan - pasal 1372. B.W. yang menentukan bahwa ganti rugi immateriil itu, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja sepert : kematian, luka berat dan penghinaan.


	Kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd).





Dalam putusan Majelis Kasasi salah satu amarnya :


“Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Penetapan Consignatie ..... dst.”  Amar putusan ini, ternyata tidak dituntut oleh pihak Penggugat.  Disamping itu, pertimbangan hukum Majelis Kasasi tentang masalah consignatie dinilai tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut :





- 	Consignatie dalam kasus ini dilakukan dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum atas tanah warga desa, sehingga dapat diterapkan ketentuan consignatie dalam B.W dan R.V :





- 	Menurut Hukum Adat, Hak Milik Tanah mempunyai fungsi sosial.  Bilamana Negara membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, maka tanah hak milik tersebut harus diserahkan.





- 	Sesuai dengan PERMENDAGRI no.15 tahun 1975, warga desa yang tidak mau menerima uang ganti rugi yang telah ditetapkan Panitia, maka agar supaya proyek pembangunan tidak tertunda dantidak terbengkalai, serta hangusnya anggaran negara yang telah disediakan untuk proyek tersebut, sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung RI No.578/1320/BB/II/UMTU/Pdt, maka uang ganti rugi tersebut dapat ditawarkan dan diconsignatiekan di Pengadilan Negeri.  Hal ini sesuai dengan TAP MPR III/1993, dimana digariskan bahwa Hukum harus menunjang Pembangunan Nasional.





- 	Terhadap pemilik tanah yang tidak bersedia menerima uang ganti rugi yang telah diconsinagtiekan tersebut, maka menurut hukum, seharusnya pemohon consignatie melakukan langkah lanjutan berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap termohon consignatie, dengan tuntutan agar consignatie tersebut dinyatakan sah dan berharga.  Putusan ini tunduk pada banding dan kasasi.  Dalam kasus ini ternyata majelis kasasi memberikan putusan : menyatakan penetapan consignatie batal demi hukum.  Putusan yang demikian ini tidak dapat dibenarkan.





Pada saat gugatan kasus Kedung Ombo ini diperiksa ditingkat kasasi, telah terjadi perubahan peraturan yaitu PERMENDAGRI No. 15 Tahun 1975, diganti dengan KEPPRES No. 55 Tahun 1993.  Berdasar atas azas “Lex posteriori derogat legi priori,” maka akan diterapkan ketentuan dalam KEPPRES No.55 Tahun 1993.  Peraturan yang baru ini lebih menguntungkan, karena bilamana tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah untuk pembebasan tanah, harus diikuti acara ex pasal 21 KEPPRES 55 tahun 1993, dimana uang ganti rugi ditetapkan berdasarkan harga umum setempat, yang tentu harganya lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah menurut PERMENDAGRI no. 15 tahun 1975.  Bilamana harga ganti rugi masih juga belum disetujui, maka dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi menurut Undang-undang No. 20 tahun 1961.





Berdasar atas pertimbangan di atas, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dengan berlakunya KEPPRES no. 55 Tahun 1993, maka hendaknya ditempuh prosedur seperti tersebut diatas, sehingga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.





Akhirnya Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, memberikan putusan sbb :





Mengadili


- 	Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali.


- 	Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 1993 No. 2263.K/Pdt/1991.





Mengadili Sendiri :


Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.





CATATAN :





Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak hukum” sbb :





Dalam gugatan perdata, maka Hakim tidak diperkenankan memberikan putusan yang melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat.  Ex pasal 178(3) H.I.R. jo pasal 67(C) U.U. no. 14 Tahun 1985.





Petitum gugatan perdata yang terdiri dari tuntutan primair dan Subsidair (ex aequo et bono) maka Hakim hanya boleh memilih salah satu, yaitu mengabulkan primair atau subsidairnya.  Hakim tidak dapat menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair dalam mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair-nya.





Tuntutan ganti rugi dalam gugat perdata, barulah dapat dikabulkan, bila si Penuntut dapat membuktikan dalam persidangan, Penuntut dapat membuktikan dalam persidangan, tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.





Ganti Rugi Immateriil, sesuai dengan dengan pasal 1370 - pasal 1371 dan pasal 1372 B.W. hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan.





Dalam hal pembebasan tanah berdasar pada PERMENDAGRI no. 15 tahun 1975, bila ganti rugi ditolak oleh yang bersangkutan, maka uang tersebut dapat diconsignatiekan ke Pengadilan Negeri dengan alasan :





- 	untuk mencegah tertundanya/terbengkalainya proyek pembangunan yang sudah ditetapkan.


- 	untuk menghindari hangusnya uang proyek.





Hukum berfungsi menunjang pembangunan nasional.





Pada saat perkara sedang diperiksa, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka hakim seharusnya memakai peraturan yang paling menguntungkan, sesuai dengan berlakunya asas: “Lex posteriori derogat legi priori”.





Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali adalah bukan merupakan Peradilan Tingkat Keempat.





Demikian catatan atas kasus Waduk Kedungombo yang telah diputus tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI.





(Ali Boediarto)





MAHKAMAH AGUNG RI (tingkat Kasasi) :


No. 2263.K/Pdt/1991, tanggal 28 Juli 1993.





Mahkamah Agung RI (tingkat Peninjauan Kembali) :


No. 650.PK/Pdt/1994, tanggal 29 Oktober 1994.


Majelis terdiri dari :


1. H.R. POERWOTO S. GANDASUBRATA SH, Ketua Mahkamah Agung RI, sebagai Ketua sidang didampingi Anggota para Ketua Muda. 2. H. SOERJONO, SH. 3. H. SAMSOEDDIN ABOEBAKAR, SH. 4. OLDEN BIDARA, SH  5. SARWATA, SH.
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